aﬁ II
%‘
% \
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

SK No 146002 A

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala
perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan
perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang sepanjang
ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau
korporasi.

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau
kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan
badan hukum maupun bukan badan hukum.
Korban adalah orang yang mengalami penderitaan
fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian
sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan
Seksual.

Anak adalah seseorang yang belum berusia
18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang

masih dalam kandungan.

6. Saksi . ..
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Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat
UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis
operasional pada satuan kerja yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan
terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami
kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat
adalah lembaga masyarakat berbadan hukum yang
memberikan pelayanan untuk Korban, Keluarga
Korban, dan/atau Saksi Tindak Pidana Kekerasan
Seksual.

Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan
layanan yang terintegrasi, multiaspek, lintas fungsi
dan sektor bagi Korban, Keluarga Korban,
dan/atau Saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Pendamping adalah orang yang dipercaya dan
memiliki kompetensi mendampingi Korban dalam
mengakses hak atas penanganan, pelindungan,
dan pemulihan.

Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha
yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai
faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana
Kekerasan Seksual dan keberulangan Tindak
Pidana Kekerasan Seksual.

Hak Korban adalah hak atas penanganan,
pelindungan, dan pemulihan yang didapatkan,
digunakan, dan dinikmati oleh Korban.

Penanganan adalah tindakan yang dilakukan
untuk memberikan layanan pengaduan, layanan
kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum,
layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi
sosial.

18. Pelindungan . . .
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25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan
perempuan dan tugas pemerintahan di bidang

perlindungan anak.

Pasal 2

Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan  Seksual
didasarkan pada asas:
penghargaan atas harkat dan martabat manusia;

. nondiskriminasi;

a.
b
c. kepentingan terbaik bagi Korban;
d. keadilan;

e. kemanfaatan; dan

f.

kepastian hukum.

Pasal 3

Substansi dalam Undang-Undang Tindax Pidana

Kekerasan Seksual bertujuan untuk:

a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual;

b. menangani, melindungi, dan memulihkan Korban;

c. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi
pelaku;

d. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual;
dan

e. menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

BAB II
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 4
(1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
a. pelecehan seksual nonfisik;

b. pelecehan seksual fisik;

c. pemaksaan . ..
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pemaksaan kontrasepsi;
pemaksaan sterilisasi,
pemaksaan perkawinan;
penyiksaan seksual;

eksploitasi seksual;

. perbudakan seksual; dan

kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana

Kekerasan Seksual juga meliputi:

a.
b.

C.

perkosaan;

perbuatan cabul;

persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul
terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual

terhadap Anak;

. perbuatan melanggar kesusilaan yang

bertentangan dengan kehendak Korban;
pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi
yang secara eksplisit memuat kekerasan dan
eksploitasi seksual;

pemaksaan pelacuran;

tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan

untuk eksploitasi seksual;

. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;

tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana
asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan
Seksual; dan

tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas
sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 5. ..
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Pasal 5

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara
nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan
seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud
merendahkan  harkat dan martabat seseorang
berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya,
dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan
pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau
pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah).

Pasal 6

Dipidana karena pelecehan seksual fisik:

a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual
secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh,
keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi
dengan maksud merendahkan harkat dan martabat
seseorang  berdasarkan  seksualitas dan/atau
kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan
pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).

b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual
secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh,
keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi
dengan maksud menempatkan seseorang di bawah
kekuasaannya secara melawan hukum, baik
di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana
penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00

(tiga ratus juta rupiah).

c. Setiap . . .
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c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan,
wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul
dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau
memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau
ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan
penyesatan menggerakkan orang itu untuk
melakukan atau membiarkan dilakukan
persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau
dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana
denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus
juta rupiah).

Pasal 7

(1) Pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal S5 dan pelecehan seksual fisik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
merupakan delik aduan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berlaku bagi Korban Penyandang Disabilitas
atau Anak.

Pasal 8

Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa
orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan
kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau
memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat
membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk
sementara waktu, dipidana karena pemaksaan
kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama S (lima)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 9 ...
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Pasal 13

Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan
seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan
menjadikannya  tidak berdaya ~dengan  maksud
mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena
perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama
15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 14

(1) Setiap Orang yang tanpa hak:

a. melakukan perekaman dan/atau mengambil
gambar atau tangkapan layar yang bermuatan
seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan
orang yang menjadi objek perekaman atau
gambar atau tangkapan layar;

b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik yang bermuatan seksual di
luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap
keinginan seksual; dan/atau

c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan
menggunakan sistem elektronik terhadap orang
yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen
elektronik untuk tujuan seksual,

dipidana karena melakukan kekerasan seksual

berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling

lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan maksud:

a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman,

memaksa; atau

b. menyesatkan . . .
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b. menyesatkan dan/atau memperdaya,

seseorang supaya melakukan, membiarkan
dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah).

Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan,
kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang
Disabilitas.

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan demi
kepentingan umum atau untuk pembelaan atas
dirinya sendiri dari Tindak Pidana Kekerasan
Seksual, tidak dapat dipidana.

Dalam hal Korban kekerasan seksual berbasis
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b merupakan Anak atau
Penyandang Disabilitas, adanya kehendak atau
persetujuan Korban tidak menghapuskan tuntutan

pidana.

Pasal 15

Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35,

Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14

ditambah 1/3 (satu per tiga), jika:

a. dilakukan dalam lingkup Keluarga;

b. dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis,
pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga
profesional lain yang mendapatkan mandat untuk
melakukan Penanganan, Pelindungan, dan

Pemulihan;

c. dilakukan . . .
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. dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas

terhadap orang yang dipercayakan atau
diserahkan padanya untuk dijaga;

dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja,
atasan, atau pengurus terhadap orang yang
dipekerjakan atau bekerja dengannya,;

dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan
terhadap lebih dari 1 (satu) orang;

dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan
bersekutu;

dilakukan terhadap Anak;

. dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;

dilakukan terhadap perempuan hamil;

dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan
pingsan atau tidak berdaya;

dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan
darurat, keadaan bahaya, situasi konflik,
bencana, atau perang;

dilakukan dengan menggunakan sarana

elektronik;

. mengakibatkan Korban mengalami luka berat,

berdampak psikologis berat, atau penyakit

menular;

. mengakibatkan terhentinya dan/atau rusaknya

fungsi reproduksi; dan/atau

mengakibatkan Korban meninggal dunia.

Ketentuan mengenai penambahan 1/3 (satu per tiga)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1
tidak berlaku bagi Pasal 14.

Pasal 16. ..
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Pasal 16

Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana
lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim
wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap
Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam
dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.
Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), hakim dapat menjatuhkan pidana
tambahan berupa:
a. pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan
pengampuan;
b. pengumuman identitas pelaku; dan/atau
c. perampasan  keuntungan dan/atau  harta
kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana
Kekerasan Seksual.
Ketentuan mengenai penjatuhan pidana tambahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku
bagi pidana mati dan pidana penjara seumur hidup.
Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dicantumkan dalam amar putusan
pengadilan.

Pasal 17

Selain  dijatuhi  pidana, pelaku Tindak Pidana
Kekerasan Seksual dapat dikenakan tindakan
berupa Rehabilitasi.

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. Rehabilitasi medis; dan

b. Rehabilitasi sosial.

Pelaksanaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan di bawah koordinasi jaksa
dan pengawasan secara berkala oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
sosial dan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 18 ...
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Pasal 18

Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan

Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

ini, dipidana dengan pidana denda paling sedikit

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling

banyak Rpl15.000.000.000,00 (lima belas miliar

rupiah).

Dalam hal Tindak Pidana Kekerasan Seksual

dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan

kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang
kendali, pemilik manfaat Korporasi, dan/atau

Korporasi.

Selain  pidana denda, hakim juga menetapkan

besarnya Restitusi pelaku Korporasi.

Terhadap Korporasi dapat juga dijatuhi pidana

tambahan berupa:

a. perampasan keuntungan dan/atau harta
kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana
Kekerasan Seksual;

b. pencabutan izin tertentu,

c. pengumuman putusan pengadilan;

d. pelarangan permanen melakukan perbuatan
tertentu;

e. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan
Korporasi,

f. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha
Korporasi; dan/atau

g. pembubaran Korporasi.

BABIII . ..
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a. memiliki integritas dan kompetensi tentang
Penanganan perkara yang berperspektif hak asasi
manusia dan Korban; dan

b. telah mengikuti pelatihan terkait Penanganan
perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

(2) Dalam hal belum terdapat penyidik, penuntut
umum, atau hakim yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perkara
Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditangani oleh
penyidik, penuntut umum, atau hakim yang
berpengalaman dalam menangani Tindak Pidana
Kekerasan Seksual berdasarkan keputusan yang
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penyidik oleh Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk;

b. penuntut umum oleh Jaksa Agung atau pejabat
lain yang ditunjuk; dan

c. hakim oleh Ketua Mahkamah Agung atau pejabat
lain yang ditunjuk.

Pasal 22
Penyidik, penuntut umum, dan hakim
melakukan pemeriksaan terhadap

Saksi/Korban/tersangka/terdakwa dengan tetap
menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan,
martabat, tanpa intimidasi, dan tidak menjustifikasi
kesalahan, tidak melakukan viktimisasi atas cara hidup
dan kesusilaan, termasuk pengalaman seksual dengan
pertanyaan yang Dbersifat menjerat atau yang
menimbulkan trauma bagi Korban atau yang tidak
berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 23 . ..
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Pasal 25

Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk
membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai
dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim
memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi
tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah
melakukannya.

Keluarga dari terdakwa dapat memberi keterangan

sebagai Saksi di bawah sumpah/janji, tanpa

persetujuan terdakwa.

Dalam hal keterangan Saksi hanya dapat diperoleh

dari Korban, keterangan Saksi yang tidak dilakukan

di bawah sumpah/janji, atau keterangan Saksi yang

diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya

dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh
dari:

a.orang yang dapat memberikan keterangan yang
berhubungan dengan perkara Tindak Pidana
Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar
sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami
sendiri, sepanjang keterangan orang itu
berhubungan dengan tindak pidana tersebut;

b. Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi
ada hubungannya satu dengan yang lain
sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan
adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan
keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti
yang sah baik dalam kualifikasi sebagai
keterangan Saksi maupun petunjuk; dan/atau

c. ahli yang membuat alat bukti surat dan/atau ahli

yang mendukung pembuktian tindak pidana.

(4) Keterangan . . .
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Keterangan Saksi dan/atau Korban Penyandang
Disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama
dengan keterangan Saksi dan/atau Korban yang
bukan Penyandang Disabilitas.

Keterangan Saksi dan/atau Korban sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) wajib didukung dengan
penilaian personal sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan mengenai
akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas

dalam proses peradilan.

Bagian Ketiga

Pendampingan Korban dan Saksi

Pasal 26

Korban dapat didampingi oleh Pendamping pada
semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.
Pendamping Korban meliputi:

a. petugas LPSK;

. petugas UPTD PPA;

2

tenaga kesehatan;

o o

. psikolog;
. pekerja sosial;
tenaga kesejahteraan sosial;

. psikiater;

om0

.Pendamping hukum, meliputi advokat dan
paralegal;

1. petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis
Masyarakat; dan

j. Pendamping lain.

(3) Pendamping . . .
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(3) Pendamping Korban harus memenuhi syarat:

a. memiliki kompetensi tentang Penanganan Korban
yang berperspektif hak asasi manusia dan
sensitivitas gender; dan

b. telah mengikuti pelatihan Penanganan perkara
Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

(4) Pendamping diutamakan berjenis kelamin sama

dengan Korban.

Pasal 27

(1) Saksi dan/atau Korban Penyandang Disabilitas
dapat didampingi oleh orang tua, wali yang telah
ditetapkan oleh pengadilan, dan/atau Pendamping.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berlaku, dalam hal orang tua dan/atau wali
Korban atau Saksi berstatus sebagai tersangka atau

terdakwa dalam perkara yang sedang diperiksa.

Pasal 28

Pendamping berhak mendapatkan Pelindungan hukum
selama mendampingi Korban dan Saksi di setiap tingkat

pemeriksaan.

Pasal 29

Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
yang sedang melakukan Penanganan terhadap Korban
tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana
maupun perdata atas pendampingan atau
pelayanannya, kecuali jika pendampingan atau

pelayanannya diberikan tidak dengan iktikad baik.

Bagian . . .
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Bagian Keempat
Restitusi

Pasal 30

Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak

mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan.

Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:

a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau
penghasilan;

b.ganti kerugian yang ditimbulkan  akibat
penderitaan yang berkaitan langsung sebagai
akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau
psikologis; dan/atau

d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita
Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan
Seksual.

Pasal 31

Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib
memberitahukan hak atas Restitusi kepada Korban
dan LPSK.

Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di
kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara
diperiksa.

Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta
kekayaan pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual
sebagai jaminan Restitusi dengan izin pengadilan
negeri setempat.

Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dengan memperhatikan hak pihak ketiga
yang beriktikad baik.

Pasal 32 . ..
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(4) Dalam hal perkara dihentikan demi hukum pada
tahap penuntutan, permintaan penetapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh
penuntut umum.

(5) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh pejabat sesuai dengan
tahapan pemeriksaan perkara.

(6) Dalam hal telah dilakukan lelang oleh pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hasil lelang
digunakan untuk pembayaran Restitusi dengan
memperhitungkan penilaian LPSK.

Pasal 37

Dalam hal pelaku adalah Anak, pemberian Restitusi
dilakukan oleh orang tua atau wali.

Pasal 38

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Restitusi
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 39

(1) Korban atau orang yang mengetahui, melihat,
dan/atau menyaksikan peristiwa yang merupakan
Tindak Pidana Kekerasan Seksual melaporkan
kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit
pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga
Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan/atau
kepolisian, baik di tempat Korban berada maupun di
tempat terjadinya tindak pidana.

(2) Tenaga . . .
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(2) Tenaga medis atau tenaga kesehatan wajib

menginformasikan kepada UPTD PPA, unit
pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah
di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan
Berbasis Masyarakat, dan/atau kepolisian jika
menemukan adanya dugaan terjadinya Tindak

Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 40

UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana
teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga
Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat yang menerima
laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1)
wajib memberikan pendampingan dan Pelayanan

Terpadu yang dibutuhkan Korban.

Pasal 41

(1) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana

teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga

Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat wajib:

a. menerima laporan di ruang khusus yang
menjamin keamanan dan kerahasiaan Korban;
dan

b. menyelenggarakan penguatan psikologis bagi
Korban,

dalam hal Korban menyampaikan laporan dan/atau

informasi melalui UPTD PPA, unit pelaksana teknis

dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial,
dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis

Masyarakat.

(2) UPTD . . .
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UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana
teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga
Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat wajib
membuat laporan kepada kepolisian atas laporan
dan/atau informasi yang disampaikan oleh Korban,
tenaga medis, tenaga kesehatan, psikiater, psikolog,
atau pekerja sosial.

UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana
teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga
Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat wajib
menyampaikan laporan dan/atau informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat
3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Korban
melapor.

Dalam hal Korban menyampaikan laporan langsung
melalui kepolisian, kepolisian wajib menerima
laporan di ruang pelayanan khusus yang menjamin
keamanan dan kerahasiaan Korban.

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterima oleh petugas atau penyidik yang

melaksanakan pelayanan khusus bagi Korban.

Bagian Keenam

Pelindungan Korban

Pasal 42

Dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua
puluh empat) jam terhitung sejak menerima laporan
Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kepolisian dapat

memberikan Pelindungan sementara kepada Korban.

(2) Pelindungan . . .
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Pelindungan sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan berdasarkan surat perintah
Pelindungan sementara untuk waktu paling lama
14 (empat belas) hari terhitung sejak Korban
ditangani.

Untuk keperluan Pelindungan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian
berwenang membatasi gerak pelaku, baik yang
bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban
dalam jarak dan waktu tertentu maupun
pembatasan hak tertentu dari pelaku.

Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dituangkan dalam surat perintah Pelindungan

sementara.

Pasal 43

Dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua
puluh empat) jam terhitung sejak pemberian
Pelindungan sementara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (1), kepolisian wajib
mengajukan permintaan Pelindungan kepada LPSK.
Pemberian Pelindungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Dalam hal pemberian Pelindungan sementara dan

Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1), kepolisian dan LPSK
dapat bekerja sama dengan UPTD PPA.

Pasal 45 . ..
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Pasal 45

Dalam hal tersangka atau terdakwa tidak ditahan
dan ada kekhawatiran tersangka atau terdakwa
akan melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual,
intimidasi, ancaman, dan/atau kekerasan kepada
Korban dan berdasarkan permintaan Korban,
Keluarga, penyidik, penuntut umum, atau
Pendamping, hakim dapat mengeluarkan penetapan
pembatasan gerak pelaku, baik yang bertujuan
untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak
dan waktu tertentu maupun pembatasan hak
tertentu dari pelaku.

Penetapan pembatasan gerak pelaku sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam waktu
paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang
sebanyak 1 (satu) kali untuk waktu paling
lama 6 (enam) bulan.

Permohonan perpanjangan penetapan pembatasan
gerak pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diajukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum masa berlaku pembatasan berakhir.
Pembatasan gerak pelaku sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan oleh kepolisian.

Dalam hal terdapat pelanggaran penetapan
pembatasan gerak pelaku, terhadap tersangka atau
terdakwa dilakukan penahanan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

Pasal 46

Pemerintah Pusat berwenang melakukan
penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi
elektronik dan/atau dokumen elektronik yang

bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

(2) Ketentuan . . .
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan
dan/atau pemutusan akses informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan
Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 47

Demi kepentingan umum, jaksa dapat mengajukan
permintaan kepada ketua pengadilan negeri untuk
memerintahkan kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan
informatika menghapus informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana
Kekerasan Seksual.

Bagian Ketujuh

Pemeriksaan Saksi.

Pasal 48

(1) Dalam hal Saksi dan/atau Korban karena alasan
kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau
alasan lainnya yang sah tidak dapat hadir untuk
diperiksa di persidangan, pemeriksaan dapat
dilakukan dengan cara:

a. pembacaan berita acara pemeriksaan yang telah
diberikan di bawah sumpah/janji;

b. pemeriksaan melalui perekaman elektronik;
dan/atau

c. pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat
komunikasi audiovisual.

(2) Keterangan Saksi dan/atau Korban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memiliki nilai yang sama
dengan keterangan Saksi yang diberikan di sidang
pengadilan.

Pasal 49 . ..



